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Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang
diajukan oleh para pihak beperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan

petunjuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan
dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu,

misalnya:

a.  dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan
B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu

dan sebagainya.

b.  Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHAP yang
didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.

2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut
mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus
tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat

khusus yang baru.
Demikian untuk diperhatikan.
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